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Rahasia Wanita dalam Islam & Muhammadiyah: Sebuah Analisis Komprehensif Berdasarkan 

Al-Qur'an dan Hadits 

 

1. Pendahuluan 

Latar Belakang dan Tujuan Artikel 

Kedudukan wanita dalam Islam seringkali menjadi subjek diskusi yang beragam, baik di 

kalangan umat Muslim maupun non-Muslim. Persepsi yang ada berkisar dari penghargaan 

yang mendalam hingga kesalahpahaman yang signifikan, terutama ketika praktik budaya 

disamakan dengan ajaran agama yang fundamental. Untuk memahami secara mendalam 

"rahasia" atau hakikat sejati wanita dalam Islam, sangat penting untuk kembali kepada 

sumber-sumber primer: Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang otentik. Artikel ini bertujuan untuk 

menyajikan analisis komprehensif mengenai peran, hak, dan martabat wanita sebagaimana 

diuraikan dalam teks-teks suci ini. Tujuannya adalah untuk memberikan perspektif yang 

seimbang dan mendalam, melampaui interpretasi permukaan untuk mengungkap kekayaan 

ajaran Islam yang seringkali terabaikan. 

 

Metodologi: Pendekatan Berbasis Al-Qur'an dan Hadits 

Pendekatan yang digunakan dalam laporan ini didasarkan pada analisis cermat terhadap ayat-

ayat Al-Qur'an dan tradisi kenabian (Hadits) yang terverifikasi keasliannya. Disadari bahwa 

terdapat keragaman interpretasi dalam khazanah keilmuan Islam—baik dari ulama klasik, 

modern, maupun feminis—dan laporan ini berkomitmen untuk menyajikan berbagai sudut 

pandang tersebut guna mencapai pemahaman yang holistik. Pendekatan ini secara khusus 

akan membedakan antara perintah ilahi yang bersifat universal dan praktik-praktik budaya 

yang mungkin telah berkembang seiring waktu, yang terkadang menyimpang dari esensi 

ajaran Islam. 

 

Infografis Kedudukan Wanita dalam Islam: 
https://gemini.google.com/u/1/app/32ef98e9e070ac57 

 

 

2. Kedudukan Wanita dalam Islam: Fondasi Spiritual dan Kemanusiaan 

Kesetaraan Spiritual dan Asal Penciptaan 

Islam secara fundamental menegaskan tidak ada perbedaan mutlak antara pria dan wanita 

dalam hubungan mereka dengan Allah, menjanjikan pahala yang sama untuk perilaku baik 

dan hukuman yang sama untuk perilaku buruk. Al-Qur'an secara konsisten menggunakan 

https://gemini.google.com/u/1/app/32ef98e9e070ac57
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ungkapan seperti "laki-laki dan perempuan yang beriman" untuk menekankan kesetaraan 

mereka dalam tugas, hak, kebajikan, dan pahala. Wanita, sama seperti pria, memiliki jiwa dan 

akan masuk surga jika berbuat baik. Pandangan ini secara langsung membantah klaim dalam 

beberapa tradisi agama lain yang menyatakan bahwa wanita tidak memiliki jiwa atau akan ada 

sebagai makhluk tanpa jenis kelamin di akhirat.    

Baik pria maupun wanita dianggap berasal dari esensi yang sama, diciptakan dari satu jiwa 

(nafsin-waahidah). Konsep ini menggarisbawahi kesamaan sifat kemanusiaan dan spiritual 

mereka. Al-Qur'an juga menekankan kesatuan dan saling ketergantungan esensial antara pria 

dan wanita melalui metafora yang indah: 

َّهُنَّ  َّكُُْ وَأَنتُُْ لِبَاسٌ ل  هُنَّ لِبَاسٌ ل

 "Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka" 

(2:187).  

Perumpamaan ini menggambarkan hubungan suami istri sebagai pelindung kesucian, sumber 

kenyamanan, keindahan, dan hiasan satu sama lain. Kedua jenis kelamin juga merupakan 

penerima "tiupan ilahi" dan dimuliakan sebagai khalifah (wakil) Allah di bumi. Nabi 

Muhammad صلى الله عليه وسلم secara eksplisit menyatakan, "Wanita adalah belahan jiwa pria" , dan 

"Wanita adalah shaqā’iq (saudara kandung penuh) pria" , yang semakin memperkuat 

kesetaraan dan komplementaritas bawaan mereka.    

Penekanan yang konsisten dan eksplisit pada kesetaraan spiritual serta asal penciptaan dari 

satu jiwa dalam Al-Qur'an dan Hadits berfungsi sebagai prinsip teologis fundamental yang 

secara aktif menentang narasi patriarkal pra-Islam dan bahkan beberapa narasi kontemporer 

yang merendahkan wanita. Ini bukan sekadar pernyataan kesetaraan, melainkan penegasan 

teologis yang disengaja yang dirancang untuk mengangkat nilai dan martabat bawaan wanita. 

Pengulangan frasa seperti "sama sekali tidak ada perbedaan antara pria dan wanita sejauh 

hubungan mereka dengan Allah" dan konsep penciptaan dari "satu jiwa" merupakan inti dari 

pandangan dunia Islam. Ketika dikontraskan dengan konteks historis di mana "agama-agama 

lain... menganggap wanita sebagai makhluk yang memiliki dosa dan kejahatan bawaan" , 

menjadi jelas bahwa Islam memperkenalkan kerangka teologis yang revolusioner. Metafora 

"pakaian" semakin menguatkan hal ini dengan menggambarkan pria dan wanita sebagai saling 

bergantung dan saling melengkapi, melampaui peran fungsional semata menuju hubungan 

yang lebih dalam dan simbiosis. Landasan spiritual ini memberikan narasi tandingan yang kuat 

dan melekat pada praktik budaya atau historis apa pun yang mungkin kemudian 

menundukkan wanita, menetapkan martabat mereka sebagai ketetapan ilahi.    

Narasi penciptaan, khususnya mengenai asal-usul Hawa dari tulang rusuk Adam, merupakan 

subjek perdebatan yang berkelanjutan. Sementara beberapa ulama tradisional menafsirkan 

Hadits secara harfiah untuk mendukung pandangan ini , interpretasi modern dan feminis Islam 

berpendapat bahwa penciptaan berasal dari materi yang sama (tanah liat) atau satu jiwa, 



3 
 

menantang interpretasi yang dianggap merendahkan hak-hak wanita. Perdebatan ini 

menyoroti ketegangan penting antara interpretasi literal Hadits tertentu dan prinsip-prinsip 

Al-Qur'an yang lebih luas mengenai kesetaraan dan esensi bersama. Ini bukan hanya 

perdebatan teologis akademis; hal ini memiliki implikasi mendalam di dunia nyata terhadap 

hak-hak dan kedudukan wanita dalam masyarakat Muslim. Snippet secara eksplisit 

menyatakan bahwa "penciptaan wanita berada di bawah perdebatan konstan" dan mencatat 

bahwa "mayoritas mufassirun dan ulama hadits di masa lalu memelopori pandangan bahwa... 

Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam." Yang penting, ditambahkan bahwa pandangan ini 

"dianggap oleh para feminis sebagai merendahkan wanita" dan "mengkompromikan hak-hak 

wanita." Sebaliknya, interpretasi modern menekankan penciptaan dari "materi yang sama, 

yaitu tanah liat" atau "satu jiwa". Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi teks-teks 

fundamental tidak statis tetapi berkembang, seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial 

kontemporer dan keterlibatan yang lebih dalam dengan pesan holistik Al-Qur'an. Narasi 

"tulang rusuk," ketika ditafsirkan secara harfiah, dapat digunakan untuk membenarkan 

superioritas pria atau 'kebengkokan' bawaan wanita, sementara narasi "satu jiwa" mendukung 

kesetaraan bawaan dan asal-usul bersama. Fakta bahwa "feminis Islam telah mendorong 

reformasi yurisprudensi Islam buatan manusia (fikih) dan hukum syariahnya yang menjadi 

dasar diskriminasi gender struktural" adalah konsekuensi langsung dari perbedaan 

interpretasi ini, menunjukkan bagaimana interpretasi teologis secara langsung memengaruhi 

realitas hukum dan sosial.    

Perbandingan Status Wanita: Pra-Islam dan Pasca-Islam 

QS. An-Nahl (16): Ayat 58-59: 

ءِ مَ   ى مِنَ القَْوْمِ مِنْ سُوْْۤ هُوَ كَظِيٌْْ ۚ يتََوَارى ا وَّ هٗ مُسْوَدًّ َ اَحَدُهُُْ بِِلُْْنثْٰى ظَلَّ وَجُْْ َ وَاِذَا بشُِِّ ا بشُِِّ

كُُُوْنَ   ءَ مَا يََْ ابِ ۗ اَلَْ سَاْۤ َ هٗ فِِ التُُّّ  بِهٖ ۗ اَيمُْسِكُهٗ علَٰى هُوْنٍ اَمْ يدَُسُّ

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, 

hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang 

banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan 

memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam 

tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya keputusan yang mereka tetapkan itu. 

 

Sebelum kedatangan Islam, wanita seringkali diperlakukan lebih buruk daripada hewan. 

Praktik-praktik yang umum termasuk mengubur anak perempuan hidup-hidup (infanticide 

perempuan). Masyarakat pagan memiliki prasangka irasional terhadap anak perempuan. 

Wanita dipandang sebagai harta benda semata, objek kesenangan seksual, tanpa hak atau 

posisi apa pun. Mereka bahkan dapat diwarisi tanpa persetujuan mereka. Dalam budaya Arab 
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pra-Islam, pernikahan umumnya dikontrak sesuai dengan kebutuhan suku dan aliansi, bukan 

pilihan individu.    

QS. An-Nisa (4): Ayat 124: 

كَ يدَْخُلوُْنَ الجَْنَّةَ وَلَْ يظُْلَ  
ِٕ
تِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنثْٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فاَُولىْۤى لِحى َّعْمَلْ مِنَ الصِى مُوْنَ وَمَنْ ي

ا    نقَِيًْْ

Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam 

keadaan beriman, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. (Ayat ini 

jelas menyatakan bahwa pahala amal shalih tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin.) 

 

QS. An-Nisa (4): Ayat 7: 

نِ وَالَْْ   ا ترََكَ الوَْالِِى مَّ ءِ نصَِيْبٌ مِِ ِِسَاْۤ نِ وَالَْْقْرَبوُْنَ ۖ وَلِلن ا ترََكَ الوَْالِِى مَّ ا  لِلرِجَِالِ نصَِيْبٌ مِِ قْرَبوُْنَ مِمَّ

فْرُوْضًا    قلََّ مِنهُْ اَوْ كَثَُُ ۗ نصَِيْبًا مَّ

Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi 

perempuan ada bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik 

sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (Ayat ini secara eksplisit 

memberikan hak waris kepada perempuan, yang sebelumnya seringkali tidak ada.) 

 

Islam muncul sebagai "kekuatan pembebas" bagi wanita Arab, membebaskan mereka dari 

status sebelumnya sebagai harta benda atau aksesori belaka. Para pengikut Nabi, yang 

menerima ajarannya, membawa revolusi dalam sikap sosial mereka terhadap wanita, tidak 

lagi menganggap wanita sebagai harta benda belaka, tetapi sebagai bagian integral dari 

masyarakat. Islam memberikan wanita hak untuk mengatur diri sendiri atas diri dan harta 

benda mereka.    

Kontras yang mencolok antara status wanita yang sangat buruk di Arab pra-Islam dan hak-hak 

komprehensif yang diberikan oleh Islam menyoroti dampak revolusioner dan transformatif 

Islam. Ini bukan sekadar peningkatan bertahap, melainkan pergeseran paradigma 

fundamental yang menetapkan wanita sebagai entitas hukum dan sosial yang independen 

dengan martabat bawaan. Dokumentasi berulang tentang praktik mengerikan seperti 

infanticide perempuan dan perlakuan wanita sebagai "harta benda" atau "objek kesenangan 

seksual" dalam masyarakat pra-Islam melukiskan gambaran yang suram. Kecaman langsung 

Islam terhadap praktik-praktik ini dan pemberian hak-hak revolusioner secara bersamaan—

seperti warisan , kepemilikan properti , dan hak untuk memilih suami —merepresentasikan 

penyimpangan radikal dari norma-norma yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran 
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awal Islam secara inheren progresif dan membebaskan untuk konteks historisnya, meletakkan 

dasar yang kuat bagi martabat dan agensi wanita.    

Meskipun Islam pada awalnya berfungsi sebagai kekuatan pembebas bagi wanita, pengaruh 

historis dan budaya di kemudian hari menyebabkan erosi atau salah penerapan beberapa hak 

yang diberikan secara ilahi ini. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan dinamis antara prinsip-

prinsip Islam yang asli dan praktik-praktik masyarakat yang berkembang, yang 

mengindikasikan bahwa pemahaman tentang status wanita melibatkan perjalanan sejarah 

yang mencakup kemajuan dan kemunduran. Snippet secara eksplisit menyatakan bahwa 

"ketika budaya dan peradaban Islam menurun, wanita dikecualikan dari pendidikan dan 

partisipasi komunitas yang telah mereka nikmati pada tanggal sebelumnya." Hal ini secara 

langsung menyiratkan bahwa kekuatan pembebas awal Islam tidak secara konsisten 

dipertahankan dalam praktik di semua periode sejarah. Adopsi "pengasingan, cadar, dan 

harem" sebagai "kebiasaan yang dipinjam dari masyarakat Bizantium dan Persia pada tanggal 

yang jauh kemudian" lebih lanjut menggambarkan bagaimana norma-norma budaya eksternal 

memengaruhi penerapan prinsip-prinsip Islam, terkadang menyebabkan pembatasan yang 

tidak melekat dalam ajaran asli. Hal ini menyoroti bahwa pemahaman tentang status wanita 

dalam Islam melibatkan tidak hanya teks-teks ilahi tetapi juga interaksi kompleks antara 

interpretasi historis, adopsi budaya, dan upaya-upaya selanjutnya (seperti gerakan emansipasi 

modern) untuk merebut kembali dan menegaskan kembali kebebasan Islam yang asli.    

 

Tabel 1: Perbandingan Hak Wanita: Pra-Islam vs. Islam 

Aspek Pra-Islam Islam 

Status Benda/Harta (Chattel), Tidak 

Berhak 

Pribadi Independen, Berhak 

Penuh 

Infanticide Dipraktikkan (penguburan anak 

perempuan) 

Dilarang Keras, Dikecam 

Hak Waris Ditolak Diberikan (pertama kali dalam 

sejarah) 

Kepemilikan 

Properti 

Ditolak/Dikelola Pria Diizinkan Penuh, Mandiri 

Pilihan Pasangan Terbatas/Dipaksa Kebebasan Memilih, 

Persetujuan Wajib 

Partisipasi Publik Terbatas Aktif (perdagangan, perang, 

pendidikan) 
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3. Hak-Hak Wanita dalam Islam 

Hak Sosial dan Peran dalam Masyarakat 

Al-Qur'an menetapkan bahwa wanita memiliki hak atas pria yang serupa dengan hak pria atas 

wanita (2:228) , yang membentuk prinsip hak timbal balik. Islam mengakui wanita sebagai 

pribadi yang sepenuhnya independen dengan hak dan tanggung jawab mereka sendiri. Wanita 

berhak mempertahankan identitas dan martabat mereka sepanjang hidup; nama seorang 

Muslimah tetap miliknya sendiri bahkan setelah menikah, dan dia tidak diwajibkan untuk 

mengadopsi nama keluarga suaminya. Mereka memiliki hak untuk mewakili diri sendiri di 

pengadilan dan untuk bersaksi di hadapan hakim, menunjukkan otonomi hukum mereka.    

Pada awal masyarakat Islam, wanita adalah anggota aktif, memberikan layanan yang 

bermanfaat selama perang (membawa perbekalan, merawat tentara, dan bahkan bertempur 

di samping pria jika perlu). Mereka secara aktif berpartisipasi dalam perdagangan dan bisnis 

secara independen. Syari'ah (Hukum Islam) menganggap wanita setara secara spiritual dan 

intelektual dengan pria. Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم sangat menekankan agar umat Muslim bersikap 

hormat dan baik terhadap wanita, sebagaimana disoroti dalam Khutbah Perpisahan beliau. 

Secara historis, wanita di Arab pra-Islam tidak dipisahkan dan terlibat dalam kehidupan publik; 

kebiasaan pengasingan dan pemakaian cadar kemudian dipinjam dari masyarakat Bizantium 

dan Persia, bukan merupakan perintah Islam asli.    

Pemberian hak-hak sosial Islam melampaui sekadar hak hukum untuk mencakup rasa 

martabat dan agensi yang lebih luas. Penekanan pada wanita yang mempertahankan nama 

dan properti mereka sendiri setelah menikah bukan hanya hak hukum tetapi juga pernyataan 

mendalam tentang identitas individu dan kepribadian hukum yang berkelanjutan dalam 

kerangka perkawinan, membedakannya dari praktik di banyak budaya lain, bahkan yang pra-

modern Barat. Fakta bahwa "nama seorang Muslimah tetap miliknya sendiri; dia tidak 

diwajibkan atau diharapkan untuk mengadopsi nama keluarga suaminya" dan "Jika dia 

memiliki properti, itu tetap atas namanya dan di bawah pengawasannya selama dia memilih 

untuk memilikinya" melampaui ketentuan hukum dasar. Ini berbicara tentang pengakuan 

mendalam terhadap identitas individu dan kepribadian hukum yang berkelanjutan terlepas 

dari status perkawinan. Ini menunjukkan rasa hormat yang lebih dalam terhadap wanita 

sebagai individu, bukan hanya perpanjangan dari suami atau keluarganya. Hal ini sangat 

kontras dengan praktik historis di banyak masyarakat di mana wanita kehilangan identitas dan 

kedudukan hukum mereka setelah menikah, mengungkapkan suatu kemajuan yang progresif 

yang tertanam dalam prinsip-prinsip sosial Islam.    

Perbedaan antara partisipasi aktif wanita pada awal Islam dalam kehidupan publik dan praktik 

budaya pengasingan di kemudian hari mengungkapkan bahwa "praktik Islam" tidak monolitik 

atau statis. Ini menyoroti bagaimana norma-norma budaya dapat menyimpang dari prinsip-

prinsip agama fundamental, yang mengarah pada "hilangnya identitas" bagi wanita yang 

secara aktif dicari kembali oleh gerakan-gerakan modern dengan kembali ke semangat asli 
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Islam. Snippet secara konsisten menggambarkan partisipasi aktif wanita dalam berbagai peran 

sosial selama awal Islam, termasuk perdagangan, keperawatan, dan bahkan pertempuran. 

Namun, secara eksplisit menyatakan bahwa "pengasingan, cadar, dan harem adalah kebiasaan 

yang dipinjam dari masyarakat Bizantium dan Persia pada tanggal yang jauh kemudian," dan 

bahwa "ketika budaya dan peradaban Islam menurun, wanita dikecualikan dari pendidikan 

dan partisipasi komunitas yang telah mereka nikmati pada tanggal sebelumnya." Ini 

menetapkan hubungan sebab-akibat yang jelas: asimilasi budaya dan kemunduran 

masyarakat menyebabkan    

pembatasan peran wanita, yang pada awalnya luas dan didorong oleh prinsip-prinsip Islam 

awal. Hal ini menunjukkan evolusi historis praktik, yang seringkali membayangi niat asli, dan 

merupakan area fokus utama bagi reformasi Islam modern dan beasiswa feminis yang 

bertujuan untuk merebut kembali kebebasan yang hilang ini. 

Hak Ekonomi dan Kemandirian Finansial 

Muslimah mempertahankan hak penuh atas uang yang mereka peroleh dari mahar atau 

melalui pekerjaan mereka sendiri. Mereka tidak diwajibkan untuk membelanjakan uang 

mereka sendiri untuk keluarga atau rumah tangga. Sebaliknya, pria secara finansial 

bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anak mereka. Islam memberikan wanita 

hak revolusioner untuk mewarisi properti, hak yang mendahului dunia Barat selama satu 

milenium.    

Al-Qur'an merinci aturan warisan (Surah An-Nisa 4:7-12). Meskipun pria mungkin menerima 

dua kali lipat bagian wanita dalam kasus-kasus tertentu, hal ini diimbangi oleh tanggung jawab 

finansial pria yang lebih besar. Penting untuk dicatat bahwa wanita mewarisi lebih sedikit dari 

pria hanya dalam 4 kasus, lebih banyak dari pria dalam 16 kasus, dan setara dengan pria dalam 

10 kasus. Wanita memiliki hak untuk memiliki properti dan mengaturnya sesuai keinginan, 

tanpa memerlukan izin dari suami atau wali. Mereka memiliki kebebasan penuh untuk 

membuat kontrak atau wasiat atas nama mereka sendiri. Secara historis, wanita memonopoli 

beberapa pekerjaan manufaktur, termasuk pemintalan, pewarnaan, dan bordir, serta memiliki 

hak atas upah untuk menyusui dan mengasuh anak. Wanita terkemuka seperti Khadijah bint 

Khuwaylid, istri pertama Nabi Muhammad, adalah pengusaha wanita yang sukses dan kaya.    

Kerangka ekonomi Islam untuk wanita menekankan ekuitas daripada kesamaan yang ketat 

dalam hak dan tanggung jawab finansial. Meskipun bagian warisan mungkin berbeda dalam 

beberapa kasus tertentu, sistem secara keseluruhan memastikan keamanan dan kemandirian 

finansial wanita dengan menempatkan beban utama penyediaan pada pria. Ini adalah sistem 

canggih yang dirancang untuk kesejahteraan dan stabilitas sosial, bukan diskriminasi bawaan. 

Dokumentasi secara konsisten menyatakan bahwa wanita tidak diwajibkan untuk 

membelanjakan uang mereka sendiri untuk keluarga dan bahwa pria bertanggung jawab 

secara finansial untuk menafkahi keluarga. Ini menetapkan hubungan sebab-akibat langsung: 

karena pria menanggung beban finansial utama, bagian warisan mereka seringkali lebih besar 
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dalam skenario tertentu. Namun, pemahaman pentingnya adalah bahwa wanita 

mempertahankan kendali penuh atas pendapatan dan properti   mereka. Ini menciptakan 

sistem di mana wanita aman secara finansial dan mandiri, bahkan jika bagian warisan mereka 

dalam kasus-kasus tertentu kurang dari rekan pria. Ini adalah sistem   ekuitas (keadilan 

berdasarkan peran dan tanggung jawab yang berbeda) daripada kesetaraan (kesamaan dalam 

semua aspek), suatu aspek yang sering disalahpahami oleh kritikus eksternal yang mungkin 

menerapkan lensa "kesetaraan" Barat tanpa mempertimbangkan tanggung jawab finansial 

yang komprehensif.    

Pemberian hak properti dan warisan kepada wanita oleh Islam satu milenium sebelum dunia 

Barat menyoroti pandangan ke depan historisnya yang luar biasa dan sikap progresifnya. 

Preseden historis ini memberikan dasar yang kuat bagi wanita Muslim kontemporer untuk 

mengadvokasi hak-hak ekonomi mereka dan bahkan untuk kebijakan inovatif seperti upah 

untuk pekerjaan rumah tangga, menunjukkan sifat yang abadi dan adaptif dari prinsip-prinsip 

ekonomi fundamental ini. Snippet secara eksplisit menyatakan, "Perlu dicatat bahwa deklarasi 

Islam tentang warisan bagi wanita mendahului dunia Barat satu milenium." Fakta historis ini 

adalah bukti kuat yang menunjukkan sikap progresif awal Islam terhadap kemandirian 

ekonomi wanita. Fakta bahwa wanita "diberi hak dalam Al-Qur'an untuk berkontribusi pada 

ekonomi dengan memiliki dan menjual properti 1400 tahun yang lalu" dan bahwa tokoh-tokoh 

historis seperti Khadijah adalah "peserta aktif dalam ekonomi masyarakat mereka" 

menunjukkan bahwa hak-hak ini bukan hanya teoretis. Penerapan modern, seperti "aktivis 

wanita Islam menggunakan teks yang didukung oleh Al-Qur'an untuk menuntut undang-

undang untuk memberikan upah untuk pekerjaan rumah tangga" , menunjukkan kekuatan 

abadi dan adaptabilitas prinsip-prinsip ekonomi fundamental ini dalam konteks kontemporer, 

menyoroti kapasitas mereka untuk menginformasikan kebijakan sosial progresif saat ini.    

Hak Pendidikan dan Pencarian Ilmu 

Pendidikan adalah perintah ilahi bagi pria dan wanita dalam Islam. Baik Al-Qur'an maupun 

Hadits tidak dapat secara masuk akal membenarkan pembatasan pendidikan anak 

perempuan. Al-Qur'an sangat menekankan pentingnya memperoleh pengetahuan, dengan 

lebih dari 800 referensi pada kata 'ilm' (pengetahuan) dan turunannya, yang mendorong umat 

manusia untuk berpikir, merenung, dan merefleksikan. Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم secara eksplisit 

menyatakan bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, mencakup pria dan 

wanita.    

Beliau secara aktif berinvestasi dalam pendidikan anak perempuan, mendorong istri dan 

putrinya untuk belajar, mengadakan kelas khusus untuk wanita, dan wanita sering hadir dalam 

pertemuan publik untuk belajar dari beliau. Wanita di rumah tangga beliau menerima 

pendidikan tidak hanya dalam ilmu-ilmu Islam tetapi juga di bidang lain seperti kedokteran, 

puisi, dan matematika. Wanita terpelajar menikmati kedudukan publik dan otoritas yang 

tinggi pada awal Islam. Aisyah, istri Nabi Muhammad, adalah seorang ulama terkemuka, salah 

satu dari hanya empat individu yang meriwayatkan lebih dari 2.000 Hadits, otoritas dalam 
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penafsiran Al-Qur'an, dan mengeluarkan fatwa (putusan hukum). Beliau mengajar pria dan 

wanita. Fatima Al Fihri mendirikan Universitas Al-Qarawayyin, universitas tertua yang terus 

beroperasi di dunia.    

Pengejaran ilmu pengetahuan tidak hanya merupakan hak tetapi juga kewajiban agama yang 

fundamental bagi kedua jenis kelamin, melampaui pelatihan kejuruan untuk mencakup 

pertumbuhan intelektual dan spiritual. Ini mengangkat kecerdasan wanita sebagai komponen 

inti dari iman mereka. Al-Qur'an dengan tegas menekankan pentingnya pengetahuan, dengan 

ratusan referensi pada 'ilm'. Nabi Muhammad  صلى الله عليه وسلم secara eksplisit menjadikan pencarian ilmu 

sebagai kewajiban universal bagi setiap Muslim, tanpa memandang jenis kelamin. Ini 

menunjukkan bahwa pendidikan adalah inti dari ajaran Islam, bukan sekadar pelengkap. 

Wanita, seperti Aisyah, yang menjadi ulama terkemuka, penafsir Al-Qur'an, dan pemberi 

fatwa , merupakan bukti nyata bahwa kecerdasan dan kemampuan intelektual wanita tidak 

hanya diakui tetapi juga sangat dihargai dalam tradisi Islam. Ini menegaskan bahwa kapasitas 

intelektual adalah bagian integral dari identitas Muslimah, setara dengan pria dalam mencapai 

kedekatan spiritual dan pemahaman agama.    

Meskipun terdapat preseden kuat pada awal Islam, pendidikan wanita terkadang terbatas 

pada rumah atau studi agama. Gerakan modern berupaya mengembalikan cakupan 

pengetahuan yang lebih luas, menunjukkan upaya berkelanjutan untuk menyelaraskan praktik 

dengan prinsip-prinsip fundamental. Snippet mencatat bahwa meskipun masyarakat Muslim 

telah efektif dalam melestarikan tradisi memberikan pengetahuan dasar Islam kepada anak 

laki-laki dan perempuan, bagi wanita pendidikan ini secara tradisional berlangsung di dalam 

rumah. Namun, dan secara jelas menyatakan bahwa pendidikan adalah "perintah ilahi" untuk 

kedua jenis kelamin dan bahwa Nabi secara aktif mendorong dan memfasilitasi pendidikan 

wanita dalam berbagai bidang, termasuk ilmu-ilmu sekuler. Perbedaan antara praktik awal 

dan kemudian ini menunjukkan bahwa pembatasan pendidikan wanita seringkali merupakan 

hasil dari interpretasi budaya atau historis, bukan dari perintah agama yang eksplisit. Oleh 

karena itu, gerakan-gerakan modern yang mendorong pendidikan wanita yang lebih luas 

dapat dilihat sebagai upaya untuk mengembalikan ajaran Islam pada semangat aslinya, di 

mana pencarian pengetahuan tidak dibatasi oleh jenis kelamin atau bidang studi.    

Hak Perkawinan dan Keluarga 

Pernikahan dalam Islam didasarkan pada persetujuan timbal balik, dan wanita memiliki hak 

untuk menolak lamaran pernikahan. Pernikahan paksa dilarang. Hubungan pernikahan 

digambarkan sebagai "pakaian" untuk saling menjaga kesucian, kenyamanan, keindahan, dan 

hiasan. Nabi  صلى الله عليه وسلم sangat menekankan kebaikan dan memperingatkan terhadap perlakuan kasar 

terhadap wanita. Wanita disebut sebagai   muhsana (benteng terhadap Setan) karena seorang 

wanita yang baik, dengan menikahi seorang pria, membantunya tetap berada di jalan 

kebenaran dalam hidupnya. Wanita juga memiliki hak atas mahar (hadiah wajib dari pengantin 

pria kepada pengantin wanita). Mereka memiliki hak untuk mencari perceraian melalui 

proses   khul atau tafriq (pembubaran yudisial atau pembatalan pernikahan).    
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Status keibuan sangat dihormati dalam Islam, dengan pepatah terkenal bahwa "Surga berada 

di bawah telapak kaki ibu". Al-Qur'an mengutuk praktik infanticide perempuan (16:59) dan 

menjanjikan pahala besar bagi mereka yang membesarkan anak perempuan dengan kebaikan. 

Meskipun pria adalah kepala keluarga, ia harus berkonsultasi dengan keluarganya dan tidak 

boleh menyalahgunakan hak prerogatifnya untuk menyakiti istrinya. Istri dianggap sebagai 

"ratu rumahnya".    

Metafora "pakaian" dan hak timbal balik menetapkan pernikahan sebagai kemitraan yang 

saling menghormati dan pertumbuhan spiritual, bukan hierarki dominasi. Peran suami sebagai 

"kepala" dibingkai dengan konsultasi dan perlindungan, bukan otoritas absolut. Penjelasan ini 

menunjukkan bahwa kepemimpinan pria dalam keluarga bukanlah lisensi untuk dominasi, 

melainkan tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi, yang sejalan dengan prinsip-

prinsip keadilan dan kasih sayang dalam Islam. Ini membantu mengklarifikasi bahwa 

perbedaan peran tidak berarti perbedaan nilai atau martabat. 

Ketentuan-ketentuan untuk mahar, perceraian, dan perlindungan terhadap perlakuan kasar 

menunjukkan pendekatan sistematis untuk menjaga agensi wanita dan keamanan finansial 

dalam pernikahan, terutama dalam konteks historis di mana wanita rentan. Hal ini semakin 

diperkuat oleh status tinggi ibu dan anak perempuan. Dalam masyarakat pra-Islam, wanita 

seringkali tidak memiliki hak untuk menolak pernikahan atau mencari perceraian, dan mereka 

rentan terhadap penindasan. Dengan memberikan hak atas mahar yang menjadi miliknya 

sepenuhnya , hak untuk memulai perceraian , dan perlindungan eksplisit dari perlakuan kasar 

, Islam secara efektif memberdayakan wanita dan memberikan mereka alat untuk melindungi 

diri mereka sendiri. Penghargaan yang tinggi terhadap ibu dan kecaman terhadap infanticide 

perempuan juga menunjukkan nilai yang ditempatkan pada wanita dalam peran mereka 

sebagai pembawa kehidupan dan pengasuh, menegaskan kembali martabat mereka dari 

lahir.    

 

4. Peran dan Kontribusi Wanita dalam Sejarah Islam 

Tokoh Wanita Teladan dalam Al-Qur'an dan Hadits 

Al-Qur'an dan Hadits menyoroti beberapa wanita teladan yang berfungsi sebagai mercusuar 

iman dan kontribusi. Khadijah bint Khuwaylid, istri pertama Nabi Muhammad, adalah orang 

pertama yang memeluk Islam, pilar kekuatan dan kenyamanan bagi Nabi, serta pengusaha 

wanita yang sukses dan dermawan. Maryam bint 'Imran (Bunda Maria) dikenal karena 

pengabdian, kemurnian, dan dipilih oleh Allah, menjadi simbol iman dan keteguhan di tengah 

cobaan berat. Asiyah bint Muzahim, istri Firaun yang zalim, menunjukkan kasih sayang luar 

biasa dengan mengadopsi Nabi Musa, menjadi mukmin awal dalam monoteisme, dan 

mempertahankan imannya yang tak tergoyahkan meskipun disiksa. Fatimah bint Muhammad, 

putri Nabi, dijuluki "Ibu Ayahnya" karena perhatian dan perlindungannya yang luar biasa 
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terhadap Nabi, dan diakui karena kerendahan hati, kesalehan, dan spiritualitasnya, serta 

sebagai pemimpin wanita beriman di Surga.    

Aisyah bint Abu Bakar, istri Nabi lainnya, adalah seorang ulama terkemuka, salah satu dari 

hanya empat individu yang meriwayatkan lebih dari 2.000 Hadits, otoritas dalam penafsiran 

Al-Qur'an, dan mengeluarkan fatwa. Beliau mengajar pria dan wanita, bahkan mengadvokasi 

hak wanita untuk memilih dalam pernikahan. Selain itu, Nusaybah bint Ka'ab dikenal sebagai 

pejuang dan "Perisai Nabi" dalam pertempuran , dan Rufaida Al-Aslamia diakui sebagai 

perawat dan ahli bedah Muslimah pertama dalam sejarah.    

Berbagai peran wanita teladan ini (bisnis, keilmuan, peperangan, dukungan politik) 

menunjukkan bahwa masyarakat Islam awal mengakui dan merayakan kontribusi wanita di 

semua bidang, menantang norma-norma budaya di kemudian hari yang membatasi mereka 

pada domestikasi. Kehidupan Khadijah sebagai pengusaha sukses , peran Aisyah sebagai 

ulama dan penafsir hukum , serta partisipasi Nusaybah sebagai pejuang secara jelas 

menunjukkan bahwa wanita tidak hanya diharapkan untuk memenuhi peran rumah tangga. 

Ini menegaskan bahwa Islam pada awalnya mendorong wanita untuk mengembangkan 

potensi mereka sepenuhnya dan berkontribusi secara signifikan pada masyarakat di berbagai 

domain, yang berbeda dari pandangan yang lebih sempit yang mungkin muncul di kemudian 

hari.    

Sosok-sosok ini berfungsi sebagai contoh nyata bagaimana prinsip-prinsip Islam tentang 

martabat, kemandirian, dan partisipasi aktif diwujudkan, memberikan panutan yang abadi 

dan dasar bagi aktivisme kontemporer untuk merebut kembali peran-peran yang luas ini. 

Kisah-kisah mereka, yang diabadikan dalam Al-Qur'an dan Hadits, bukan sekadar narasi 

sejarah; mereka adalah cetak biru hidup bagi wanita Muslim di setiap zaman. Mereka 

menunjukkan bahwa kesalehan tidak terbatas pada peran domestik semata, tetapi dapat 

terwujud dalam kepemimpinan, pendidikan, dan bahkan medan perang. Oleh karena itu, 

wanita Muslim kontemporer dapat merujuk pada teladan ini untuk menantang interpretasi 

yang membatasi dan mengadvokasi peran yang lebih luas dalam masyarakat, selaras dengan 

semangat asli Islam. 

Kontribusi Wanita dalam Kehidupan Publik Awal Islam 

Sejarah Islam awal dipenuhi dengan bukti partisipasi aktif wanita dalam kehidupan publik, 

yang seringkali melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh masyarakat di kemudian hari. 

Wanita terlibat dalam sejarah sosial-politik yang penting. Sommayah, misalnya, adalah martir 

pertama Islam, yang menunjukkan keberanian luar biasa dalam menghadapi penyiksaan. 

Nusaybah bint Ka'ab, seorang Ansar, dikenal karena keberaniannya dalam pertempuran 

seperti Uhud, Hunain, dan Yamamah, di mana ia bahkan bertempur di samping pria. Wanita 

pada masa itu juga membawa perbekalan, merawat tentara yang terluka, dan bahkan terlibat 

dalam pertempuran ketika diperlukan.    
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Di bidang ekonomi, wanita terlibat dalam perdagangan dan bisnis secara independen. 

Hamidah, istri Imam Ja'far al-Sadiq, mengurus orang-orang yang membutuhkan di Madinah, 

mendistribusikan kekayaan, dan menjadi penghubung penting antara para Imam dan umat 

beriman. Wanita terpelajar dan pendidik menikmati kedudukan publik yang tinggi , bahkan 

ada yang mendirikan institusi pendidikan, seperti Fatima Al Fihri yang mendirikan Universitas 

Al-Qarawayyin pada tahun 859 M. Lebih lanjut, wanita pada masa awal Islam dapat menjadi 

wali atas anak di bawah umur, terlibat dalam hukum dan politik, serta menjabat sebagai 

hakim.    

Bukti sejarah yang luas tentang peran publik wanita yang aktif dan beragam secara langsung 

membantah narasi di kemudian hari yang membatasi wanita pada ranah pribadi, 

menunjukkan sejarah agensi wanita yang kaya dan dinamis dalam peradaban Islam. Snippet 

secara eksplisit menyatakan bahwa "wanita di Arabia tidak dipisahkan; pada kenyataannya, 

mereka terlibat dalam perdagangan dan bahkan bertempur bahu-membahu dengan pria." 

Ini diperkuat oleh yang merinci partisipasi wanita dalam perang sebagai perawat dan pejuang. 

Kontras antara catatan sejarah ini dan pandangan yang membatasi wanita pada ranah 

domestik menunjukkan bahwa pembatasan tersebut seringkali merupakan hasil dari 

perkembangan budaya di kemudian hari, bukan dari ajaran Islam asli.    

Catatan sejarah ini memberikan preseden yang kuat bagi seruan modern untuk peningkatan 

partisipasi wanita dalam kehidupan publik, termasuk peran kepemimpinan, dengan 

menunjukkan bahwa peran-peran tersebut konsisten dengan praktik dan prinsip Islam awal. 

Fakta bahwa wanita di awal Islam memiliki kebebasan untuk memiliki properti, berbisnis, dan 

bahkan berpartisipasi dalam perang menunjukkan bahwa Islam memberikan kerangka kerja 

yang memungkinkan wanita untuk berkontribusi secara signifikan di luar rumah tangga. Ini 

menjadi dasar yang kuat bagi gerakan-gerakan kontemporer yang mengadvokasi hak-hak 

wanita dalam politik, pendidikan tinggi, dan kepemimpinan, dengan menunjukkan bahwa 

aspirasi ini tidak bertentangan dengan, melainkan sejalan dengan, semangat asli Islam.    

 

5. Interpretasi Kontemporer dan Tantangan 

Perdebatan Mengenai Peran Gender dan Kepemimpinan Wanita 

Al-Qur'an menunjukkan kesetaraan spiritual antara pria dan wanita. Namun, praktik Islam, 

yang sebagian didasarkan pada Hadits, terkadang menetapkan peran gender; Hadits Sahih 

Bukhari (9:89:252) menyatakan bahwa pria diharapkan menjadi "pelindung keluarganya," 

sementara wanita diharapkan menjadi "pelindung rumah suaminya dan anak-anaknya". 

Pria disebut sebagai "pemelihara" wanita (4:34) karena pengeluaran finansial mereka. 

Pandangan tradisional seringkali menganggap wanita bergantung pada pria dan tidak 

berkontribusi secara finansial pada rumah tangga. Namun, mayoritas ulama modern 

menyatakan bahwa wanita tidak diwajibkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau 
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melayani suami. Diperbolehkan bagi wanita untuk bekerja di luar rumah dengan persetujuan 

suami.    

Ada perdebatan yang signifikan mengenai kepemimpinan politik wanita dalam Islam. 

Beberapa ulama berpendapat bahwa peran kepemimpinan sebagian besar diperuntukkan 

bagi pria berdasarkan interpretasi Hadits tertentu, sementara banyak ulama dan aktivis 

kontemporer mendukung gagasan kepemimpinan politik wanita sejalan dengan prinsip-

prinsip Islam. Para ulama modern secara aktif meninjau kembali Al-Qur'an dan Hadits untuk 

mendukung kepemimpinan wanita. Kisah Ratu Saba (Bilqis) dalam Al-Qur'an disorot sebagai 

contoh penguasa wanita yang sangat dihormati, tanpa ada istilah yang menyiratkan bahwa 

posisi penguasa tidak pantas bagi seorang wanita. Hadits yang menyatakan "Suatu bangsa 

yang mengangkat wanita sebagai penguasanya tidak akan pernah makmur" (Bukhari) 

ditantang oleh Fatima Mernissi berdasarkan konteks, karakter perawi, dan pendapat ulama 

fikih. Rafiq Zakaria berpendapat bahwa Hadits ini mungkin spesifik untuk keadaan Persia yang 

kacau pada saat itu. Hadits lain yang menyiratkan bahwa kematian lebih baik di bawah 

pemerintahan wanita ditolak oleh kaum modernis karena tidak sesuai dengan pandangan 

umum Nabi tentang wanita. Kaum modernis juga berpendapat bahwa kekalahan Aisyah dalam 

Pertempuran Unta bukanlah bukti melawan kepemimpinan wanita. Isu-isu seperti 

menstruasi/menopause, keibuan, dan purdah (kesopanan) seringkali dibingkai oleh kaum 

modernis sebagai alat politik atau interpretasi budaya, bukan perintah Islam yang mengikat. 

Argumen "kebutuhan" dan pilihan masyarakat juga digunakan untuk mendukung 

kepemimpinan wanita.    

Konsep "pemelihara" dan "penanggung jawab" bukanlah penegasan menyeluruh tentang 

superioritas pria, tetapi terkait dengan tanggung jawab finansial dan perlindungan. 

Perdebatan mengenai kepemimpinan wanita mencerminkan ketegangan antara interpretasi 

tradisional (seringkali dipengaruhi budaya) dan peninjauan kembali teks-teks fundamental. Al-

Qur'an (4:34) yang menyebut pria sebagai qawwamun (pemelihara) bagi wanita, seringkali 

dikaitkan dengan tanggung jawab finansial pria untuk menafkahi keluarga. Ini menunjukkan 

bahwa peran ini bukan tentang otoritas mutlak, melainkan tentang kewajiban untuk 

menyediakan dan melindungi. Dengan demikian, perbedaan peran ini dipahami sebagai 

pembagian tanggung jawab, bukan hierarki nilai.    

Beasiswa modern, khususnya feminisme Islam, secara aktif menafsirkan kembali teks-teks 

seperti Q 4:34 dan Hadits kontroversial untuk menyelaraskan prinsip-prinsip Islam dengan 

gagasan kontemporer tentang kesetaraan gender. Upaya intelektual yang berkelanjutan ini 

menunjukkan kapasitas Islam untuk reformasi internal dan adaptasi terhadap realitas sosial 

yang berubah sambil tetap berakar pada tradisinya. Para sarjana feminis Islam seperti Amina 

Wadud telah menantang interpretasi patriarkal dengan menganalisis ulang teks-teks Al-

Qur'an secara linguistik dan kontekstual. Mereka berpendapat bahwa pembatasan peran 

wanita seringkali berasal dari interpretasi yang dipengaruhi budaya dan bukan dari teks suci 

itu sendiri. Hal ini memungkinkan umat Muslim untuk mengatasi kesenjangan antara ajaran 
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Islam yang ideal dan praktik-praktik yang tidak adil, mendorong pemahaman yang lebih 

inklusif dan adil tentang peran wanita dalam masyarakat modern.    

Isu Kesaksian Wanita dalam Hukum Islam 

Status kesaksian wanita dalam Islam masih diperdebatkan, dengan sikap dalam masyarakat 

Muslim berkisar dari penolakan total di bidang hukum tertentu, hingga penerimaan bersyarat 

(setengah dari nilai kesaksian pria, atau dengan persyaratan kesaksian pria pendukung), 

hingga penerimaan penuh tanpa bias gender. Ayat Al-Qur'an 2:282 (tentang dokumen 

keuangan) sering dikutip sebagai dasar aturan "dua wanita untuk satu pria". Interpretasi klasik 

(misalnya, Ibn Kathir) menjelaskan ini karena "kekurangan wanita". Namun, interpretasi 

alternatif dari ulama seperti Javed Ahmed Ghamidi, Ibn Taymiyya, dan Ibn al-Qayyim 

berpendapat bahwa ini adalah pelonggaran tanggung jawab, bukan inferioritas bawaan; hal 

ini spesifik untuk transaksi keuangan dan harus dinilai secara individual berdasarkan 

kepercayaan. Ibn Taymiyya menyatakan bahwa "apa pun yang ada di antara kesaksian wanita, 

yang tidak ada kekhawatiran akan kesalahan kebiasaan, maka tidak dianggap sebagai setengah 

dari pria". Ibn al-Qayyim menambahkan bahwa "wanita setara dengan pria dalam kejujuran, 

kepercayaan, dan kesalehan".    

Dalam kasus pidana (hudud, qisas), pandangan konservatif cenderung mendiskriminasi 

kesaksian wanita, meskipun Averroes mencatat adanya ketidaksepakatan di antara para ahli 

hukum, dan Ghamidi menolak perluasan ayat 2:282 ke kasus-kasus ini. Ada Hadits yang 

mencatat kesaksian tunggal wanita dalam kasus-kasus serius. Dalam masalah ranah pribadi 

(misalnya, persalinan, menyusui, cacat fisik), mayoritas ulama berpendapat bahwa kesaksian 

wanita saja dapat diterima, bahkan seringkali lebih diutamakan. Kesaksian wanita bahkan 

dapat membatalkan kesaksian pria, seperti dalam kasus tuduhan perzinahan. Kaum modernis 

(misalnya, Muhammad Abduh) berpendapat bahwa bagian-bagian kitab suci yang relevan 

dikondisikan oleh peran gender dan pengalaman hidup yang berlaku pada saat itu, bukan oleh 

inferioritas mental bawaan wanita. Status hukum kesaksian wanita bervariasi di negara-negara 

Muslim.    

Perbedaan interpretasi kesaksian wanita menyoroti ketegangan fundamental dalam 

yurisprudensi Islam: apakah ayat-ayat tertentu adalah prinsip hukum universal atau panduan 

yang bergantung pada konteks. Hal ini menunjukkan sifat dinamis fikih (yurisprudensi Islam) 

dan kemampuannya untuk beradaptasi. Ayat 2:282 Al-Baqarah, yang sering menjadi titik 

perdebatan, dapat dipahami sebagai rekomendasi untuk mengamankan transaksi keuangan 

dalam konteks sosial tertentu di mana wanita mungkin kurang terbiasa dengan detail 

komersial. Ini bukan tentang kapasitas intelektual atau moral wanita, melainkan tentang 

kehati-hatian dalam pencatatan. Fleksibilitas ini memungkinkan penyesuaian hukum seiring 

perubahan masyarakat, menjaga relevansi Islam di berbagai zaman dan tempat.    

Beasiswa modern menantang interpretasi tradisional yang membatasi kesaksian wanita, 

menekankan kembali prinsip keadilan dan merit individu Al-Qur'an yang lebih luas. Upaya ini 
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bertujuan untuk membongkar praktik diskriminatif yang berakar pada norma-norma sosial 

historis daripada perintah ilahi, sehingga menegakkan kembali agensi hukum penuh wanita. 

Ulama seperti Ibn Taymiyya dan Ibn al-Qayyim, bahkan di masa klasik, telah menunjukkan 

bahwa kesaksian wanita tidak selalu "setengah" dari pria, terutama dalam kasus-kasus di 

mana wanita memiliki keahlian atau pengalaman yang lebih besar. Ini memberikan dasar bagi 

reformasi hukum kontemporer di negara-negara Muslim untuk memberikan kesetaraan 

penuh dalam kesaksian, seperti yang telah terjadi di Aljazair, Tunisia, dan Oman. Upaya ini 

mencerminkan komitmen untuk menerapkan keadilan Islam dalam konteks modern, 

menghilangkan hambatan yang tidak didukung oleh semangat dasar Al-Qur'an.    

Isu Imamah (Kepemimpinan Salat) Wanita 

Terdapat konsensus ulama yang signifikan menentang wanita memimpin pria dalam salat 

(Imamah). Argumen yang diajukan adalah bahwa ibadah harus dilakukan dengan cara-cara 

spesifik yang ditetapkan oleh Allah dan Nabi-Nya; oleh karena itu, beban pembuktian terletak 

pada pihak yang mengklaim kebolehan, bukan pada pihak yang melarang. Pengaturan barisan 

salat juga sering dikutip, di mana wanita dianjurkan untuk berdiri di belakang pria, dan barisan 

terburuk bagi wanita adalah yang terdepan.    

Namun, ada argumen yang mendukung kebolehan wanita memimpin salat bagi pria, terutama 

yang menyoroti tidak adanya larangan eksplisit dalam Syari'ah. Keaslian Hadits Umm 

Waraqah, yang diizinkan oleh Nabi untuk memimpin salat di rumah tangganya, diperdebatkan, 

tetapi beberapa ulama menganggapnya sahih. Beberapa ulama historis juga 

memperbolehkannya, seperti Imam Tabari, Abi Thur, al-Mazni, Ibn al-Arabi, dan Imam Ahmad 

(untuk salat sunah). Argumen ini juga membedakan antara unsur internal dan eksternal 

ibadah, menyatakan bahwa perubahan pada unsur eksternal tidak serta-merta haram jika 

tidak ada larangan eksplisit. Sumber hukum haram haruslah berdasarkan arahan yang jelas 

dan otentik. Fleksibilitas dalam pengaturan barisan salat juga ditekankan, di mana hal itu 

dianggap sebagai tindakan kesopanan, bukan syarat mutlak untuk sahnya salat.    

Perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara konsensus ulama yang telah lama mapan 

(Ijmaa') dan peninjauan kembali modern terhadap teks-teks primer untuk mencari larangan 

eksplisit. Hal ini menyoroti evolusi pemikiran Islam yang berkelanjutan dan peran berbagai 

sumber otoritas. Sebagian besar ulama klasik menafsirkan Hadits tentang barisan salat dan 

peran kepemimpinan sebagai penegasan bahwa pria harus memimpin salat berjamaah. 

Namun, ketiadaan larangan eksplisit dalam Al-Qur'an dan beberapa Hadits yang menunjukkan 

fleksibilitas, seperti kasus Umm Waraqah, telah membuka ruang bagi ulama modern untuk 

meninjau kembali masalah ini. Ini menunjukkan bahwa meskipun tradisi memiliki bobot yang 

besar, Al-Qur'an dan Hadits tetap menjadi sumber utama yang dapat ditafsirkan ulang untuk 

menyesuaikan dengan konteks zaman. 

Diskusi ini melampaui "ya/tidak" sederhana untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip 

kesopanan dan kepemimpinan spiritual dapat didamaikan. Argumen modern menunjukkan 
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bahwa tidak adanya larangan eksplisit, dikombinasikan dengan contoh-contoh historis dan 

pemahaman nuansa tentang etiket salat, memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar, 

mendorong praktik spiritual yang lebih inklusif. Pendekatan ini mengakui pentingnya menjaga 

kesopanan dalam ibadah, tetapi juga menantang gagasan bahwa jenis kelamin secara inheren 

menentukan kemampuan seseorang untuk memimpin secara spiritual. Dengan demikian, 

perdebatan ini mendorong umat Muslim untuk mencari keseimbangan antara tradisi dan 

relevansi kontemporer, memungkinkan wanita untuk berpartisipasi lebih penuh dalam 

kepemimpinan spiritual jika kondisi dan niatnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 

 

Kedudukan Wanita Menurut Muhammadiyah 

Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki 

pandangan yang progresif dan modern terkait kedudukan wanita, yang secara konsisten 

berlandaskan pada semangat Al-Qur'an dan Hadits yang memuliakan perempuan. Organisasi 

ini berupaya mengembalikan pemahaman Islam pada kemurnian ajaran aslinya, yang diyakini 

sangat menjunjung tinggi martabat dan hak-hak perempuan, serta menolak praktik-praktik 

budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. 

1. Kesetaraan dalam Beribadah dan Beramal: Muhammadiyah sangat menekankan bahwa 

pria dan wanita memiliki kesetaraan mutlak dalam beribadah dan mendapatkan pahala dari 

Allah. Ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa (4): 124 yang telah disebutkan 

sebelumnya. Tidak ada perbedaan nilai amal di hadapan Allah berdasarkan jenis kelamin. Oleh 

karena itu, wanita memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam menjalankan syariat Islam, 

seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. 

2. Hak Pendidikan dan Intelektual: Muhammadiyah adalah pelopor dalam memberikan akses 

pendidikan yang setara bagi perempuan. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah telah 

mendirikan sekolah-sekolah untuk perempuan, bahkan pesantren khusus perempuan, yang 

pada masanya merupakan langkah revolusioner. Bagi Muhammadiyah, pendidikan adalah hak 

asasi setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, dan menjadi kunci kemajuan umat. 

Perempuan didorong untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, baik ilmu agama maupun ilmu 

umum, untuk dapat berperan aktif dalam masyarakat. Tokoh seperti Nyai Ahmad Dahlan, istri 

pendiri Muhammadiyah, merupakan contoh nyata kepemimpinan perempuan dalam bidang 

pendidikan dan dakwah. 

3. Partisipasi Publik dan Sosial: Muhammadiyah mendorong peran aktif perempuan dalam 

ruang publik dan sosial. Meskipun tetap menghargai peran domestik, Muhammadiyah tidak 

membatasi perempuan hanya pada peran tersebut. Perempuan didorong untuk berkontribusi 

dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, bahkan politik, selama 

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Organisasi otonom Muhammadiyah, 

'Aisyiyah, adalah bukti nyata bagaimana perempuan Muhammadiyah telah diberdayakan 
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untuk menjadi agen perubahan di masyarakat. 'Aisyiyah aktif dalam mendirikan sekolah, 

rumah sakit, panti asuhan, dan program-program pemberdayaan masyarakat lainnya. 

4. Hak dalam Keluarga dan Pernikahan: Dalam ranah keluarga, Muhammadiyah menjunjung 

tinggi konsep musyawarah dan kesetaraan dalam rumah tangga. Meskipun kepemimpinan 

dalam rumah tangga secara umum diemban oleh suami, keputusan-keputusan penting harus 

diambil melalui musyawarah dengan istri. Hak istri untuk menuntut cerai (khulu') jika terjadi 

kemudaratan juga diakui. Muhammadiyah juga sangat tegas dalam menolak praktik 

pernikahan paksa dan menekankan pentingnya persetujuan kedua belah pihak dalam 

pernikahan. 

5. Penolakan terhadap Budaya Patriarkal yang Bertentangan dengan Islam: Muhammadiyah 

secara konsisten berusaha meluruskan pemahaman dan praktik keagamaan yang tercampur 

dengan budaya patriarkal yang merugikan perempuan. Mereka menafsirkan teks-teks 

keagamaan dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan substantif, sehingga tidak terjebak 

pada pemahaman literal yang dapat membatasi hak-hak perempuan. Misalnya, dalam isu 

aurat dan jilbab, Muhammadiyah menekankan esensi penutupan aurat sebagai bentuk 

penjagaan diri dan kehormatan, bukan sebagai alat pengekangan atau pembatasan gerak 

perempuan. 

Secara ringkas, pandangan Muhammadiyah mengenai kedudukan wanita dapat 

digambarkan sebagai progresif, inklusif, dan berlandaskan pada pemurnian ajaran Islam 

dari pengaruh budaya yang tidak sesuai. Muhammadiyah meyakini bahwa Islam secara 

fundamental memuliakan wanita dan memberikan hak-hak yang setara dalam berbagai aspek 

kehidupan, mendorong perempuan untuk menjadi pribadi yang mandiri, berilmu, dan 

berkontribusi aktif bagi kemajuan umat dan bangsa. 

 

6. Kesimpulan 

Analisis komprehensif terhadap Al-Qur'an dan Hadits menunjukkan bahwa Islam secara 

fundamental mengangkat status wanita, memberikan hak-hak komprehensif yang 

revolusioner pada masanya. Dari kesetaraan spiritual dan asal penciptaan dari satu jiwa hingga 

hak-hak sosial, ekonomi, pendidikan, dan perkawinan, Islam menetapkan kerangka kerja yang 

kuat untuk martabat dan kemandirian wanita. Wanita diakui sebagai individu yang memiliki 

agensi penuh, dengan hak untuk memiliki properti, mencari nafkah, memilih pasangan, dan 

berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik. 

Namun, laporan ini juga menyoroti ketegangan historis dan berkelanjutan antara prinsip-

prinsip Islam yang fundamental dan interpretasi serta praktik budaya yang berkembang 

seiring waktu. Banyak pembatasan yang dikenakan pada wanita dalam masyarakat Muslim di 

kemudian hari tidak berasal dari ajaran Islam asli, melainkan dari adopsi norma-norma budaya 

eksternal atau interpretasi patriarkal yang sempit. 
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Pemahaman yang lebih dalam tentang Al-Qur'an dan Hadits, bersama dengan reinterpretasi 

ilmiah kontemporer, mengungkapkan kerangka kerja yang dinamis dan adaptif untuk 

martabat, hak, dan peran wanita. Ini memungkinkan umat Muslim untuk terus berjuang 

menuju penerapan ajaran Islam yang lebih adil dan setara, yang sejalan dengan semangat 

pembebasan dan penghargaan yang melekat dalam sumber-sumber sucinya. 

Muhammadiyah meyakini bahwa Islam secara fundamental memuliakan wanita dan 

memberikan hak-hak yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mendorong perempuan 

untuk menjadi pribadi yang mandiri, berilmu, dan berkontribusi aktif bagi kemajuan umat dan 

bangsa. 

 


